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WALi KOTA LUBUKLINGGAU 
PROVINSI SUMATERA SELATAN 

PERATURAN WALi KOTALUBUKLINGGAU 

NOMOR ?\ TAHUN 2021 

TENTANG 

PEMRF.RJAN HIRAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG ARRSUMRER 

DARI ANGGA.RAN PENDAPATAN DAN BEL.ANJA DAERAH 

KOTA LUBUKLINGGAU 

Menimbang 

Mengmgat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALi KOTA LUBUKLINGGAU, 

a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, 
maka Pcraturan W a1i Kota Lubuklinggau Nomor 64 
Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kota Lubuklinggau perlu diganti; 

b. bahwa dalam rangka membcrikan pedoman dalam 
pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersurnber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah Kota 
Lubuklinggau, perlu ditetapkan dengan Peraturan 

Wali Kota; 

c. bahwa bcrdasarkan pertimbangan sebagairnana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, pe_rlu 
menr.tapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembene~ 
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersurnber dan 

1 · D emh Kota Anggaran Pendapatan dan Be anJa a 

Lubuklinggau; 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 t~ntanr!, 
l. Pcmbentukan Kota Lubuklinggau (Lembar b~ 

h 2001 87 Tam A an 
Rcpublik Jndon Ria To un ' 
Lcmb ran Negara Nomor 4 l 14); 
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Menetapkan 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lentang 
Pemeri~tahan Daerah (Lembaran Negara 
Repubhk Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi~ 
Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor g Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

3 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 1781); 

5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 
Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau 
Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 
Tahun 2016 ten tang Pembentu.kan dan Susunan 
Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau 
(Lembaran Daerah Lubuklinggau Tahun 2019 

Nomor 5 ); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN WALi KOTA TENTANG PEMBERIAN 
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG 
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU. 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM, MAKSUD TUJUAN DAN RUANG 

LINGKUP 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dirnaksud dengan: 
1. Kota adalah Kota Lubuklinggau. 

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota 
Lubuklinggau. 

3. Wali Kota adalahWali Kota Lubuklinggau. 

4 . Wakil Wali Kota adalah WakiJ WaJi Kota 
Lubuklinggau. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kota Lubuklinggau. 

6. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 
selanjutnyadisingkatanggota DPRD adalah 
pimpinan DPRD Kota Lubuklinggau. 

7. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 
selanjutnya disingkat anggota DPRD adalah anggota 
DPRD Kota Lubulinggau. 

8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD 
adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah 
Kota Lubuklinggau. 

9. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban 
daerah dalam rangka penyelenggaraan 
pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan 
uang termasuk di dalamnya segala bentuk 
kekayaan yang berhubungan dengan hak dan 
kewajiban daerah tersebut. 

1 O. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan 
kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, 
dan pengawasan keuangan daerah. 

1 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 
Lubuklinggau. 
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12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disin~at SKPD adalah perangkat daerah pada 
Pemenntah Kota Lubuklinggau sela.ku pengguna 
anggaran/ pengguna barang 

13. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang 
selanjutnya disingkat SK.PKO adalah perangkat 
daerah pada pernerintah daerah selaku pengguna 
anggaran/ pengguna barang, yang juga 
melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. 

14. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah 
adalah kepala daerah yang karena jabatannya 
mempunyai kewenangan menyelenggarakan 
keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. 

15. Pejabat Pengelola Keuangan Oaerah yang 
selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan 
kerja penge1o1a keuangan daerah yang mempunyai 
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan 
bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 

16. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya 
disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam 
kapasitas sebagai BUD. 

17. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya 
disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan 
Keputusan Wa]i Kota yang dipimpin oleh Sekretaris 
Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta 
melaksanakan kebijakan Wall Kot.a dalam rangka 
penyusunan APBD yang anggotanya terdiri pejabat 
perencana daerah, pejabat pengelola keuangan 
daerah dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan. 

18. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya 
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan 
daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

19. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang 
selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokum~n 
yang memuat rencana pendapatan dan belanJa 
SKPD atau dokumen yang memuat rencana 
pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang 
melaksanakan fungsi bendahara umum daerah 
yang digunakan sebagai dasar penyusunan 

rancangan APBD. 
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20. Dokumen Pela.ksanaan Anggaran SK.PD yang 
selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dolrumen 
yang rnemuat pendapatan dan be1anja SKPD aun1 

dokurnen yang rnemuat pendapatan, belanja dan 
pembiayaan SK.PD yang melaksanakan fungsi 
bendahara umum daerah yang digunakan sebagai 
dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna 
anggaran. 

21. Belanja Hibah adalah pemberian dalam bentuk 
uang/ barang atau jasa kepada Pemerintah atau 
Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, 
masyarakat dan organisasi kemasyarakat yang 
secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, 
bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak 
secara terus menerus yang bertujuan untuk 
menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan 
daerah. 

22. Belanja bantuan sosial adalah bantuan yang 
diberikan dalarn bentuk/barang dari pemerintah 
daerah kepada individu, keluarga, kelompok 
dan/ atau masyakat yang sifatnya tidak terus 
menerus dan selektif serta memiliki kejelasan 
penggunaannya yang bertujuan untuk melindungi 
dari kemungkinan teI]ad1 risiko sosial masyarakat. 

23. Risiko sosial adalah keJadiaan atau peristiwa yang 
dapat memmbulkan potensi terjadinya kerentanan 
sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, 
kelompok dan/ a tau masyarakat sebagai dampak 
krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena 
alarn dan bencana alarn yang jika tidak diberikan 
belanja bantuan sosial. 

24. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya 
disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah 
yang bersumherkAn dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan 
penerima hibah. 

25. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya 
disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan 
dibentuk oleh masyarakat secarn sukarela 
bcrdasarkan kesamaan aspir:asi, kehendak, 
kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan 
untuk berpartisipasi daJam pcmbangunan demi 
tercapa-1nya tujuan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia yang berdasarkan PancasiJa. 

\ 
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:.to. oc11ua11ard penge1uaran PPK.D adalah pegawai yan 
d ·tu . k · g 

1 nJu menenrna, menyimpan, membayarkan, 
menatausahakan dan mempertanggung-ja.wabkan 
uang untuk keperluan transaksi PPKD. 

27. Proposal adalah permohonan bantuan dari 

kelompok/ organisasi yang paling sedikit memuat 
maksud, tujuan susunan panitia/pengurus dan 
rencana anggaran. 

28. Surat permohonan adalah surat permohonan 
bantuan dari perorangan yang paling sedikit 
memuat tujuan susunan panitia/pengurus dan 
rencana anggaran. 

29. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya 
disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan 
oleh pejabat yang bertanggung jawab atas 
pelaksanaan kegiatan / bendahara penge1uaran 
untuk mengajukan permintaan pembayaran. 

30. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya 
disingkat SPM adalah dokumen yang 
digunakan/ diterbitkan oleh pengguna 
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk 
penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas 
be ban pengeluaran DPA-SKPD. 

31. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya 
disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan 
sebagai dasar pencairan dana yang diterbi~ oleh 
Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM. 

32. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya 
disebut TU adalah Tambahan uang muka yang 
diberikan kepada bendahara 
pengeluaran/bendahara pengeleuaran pembantu 
untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan 
APBD yang tidak cukup didanani dari UP dengan 

batas waktu dalam 1 (satu) bulan. 

Bagian Kedua 
Maksud dan Tujuan 

Pasal 2 

(1) Maksud diundangkannya Peraturan Wali Kot.a ini 
sebagai pedoman dalam pcmbe~an hibah dan 
bantuan sosial yang bersumber dan APBD. \ .... 

I!_ 4<.,,-~ t 
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(2) Tujuan diundangkannya Peraturan Wali Kota m1 

agar pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan 
sosial yang bersumber dari APBD berjalan dengan 
tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. 

BagianKetiga 
Ruang Lingkup 

Pasal 3 

Ruang linglrup Peraturan Wall Kota ini meliputi: 
a. hibah; 
b. bantuan sosial; 
c. monitoring dan evaJuasi; dan 
d. sanksi. 

BAB II 
HIBAH 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 4 

(1} Pemerintah Kota dapat memberikan Hibah kepada: 
a. pemerintah pusat; 
b. pemerintah daerah lainnya; 
c. bad an usaha milik negara; 
d. badan usaha milik daerah; 
e. badan, Jembaga, dan organisasi kemasyarakatan 

yang berbadan hukum Indonesia; dan 
f. partai politik. 

(2) Pemberian hibah berupa uang, barang atau jasa 
dianggarkan dalam APBD sesuai dengan 
kemarnpuan keuangan daerah setelah 
memprioritaskan pemenuhan belanja urusan 
pemerintahan wajib dan belanja urusan 
pemerintahan pilihan. kecuali ditentukan lain 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

(3) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) ditujukan untuk menunjang pencapaian 
sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan 
pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah 
dalam mendulrung terselenggaranya fungsi 
pcmerintahan, pembangunan, dan kemasyarakat.an 
dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, 
rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. 
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(4) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) memenuhi kriteria paling sedik.it: 
a. peruntuka.nnya secara spesifik telah ditetapka.n; 
b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat; 
c. tida.k terns menerus setiap tahun anggaran, 

kecuali: 
1. kepada pemerintah pusat dalam rangka 

mendukung penyelenggaraan pemerintahan 
daerah untuk keperluan mendesak sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan; dan/atau 

2. ditentukan lain oleh peraturan perundang­
undangan; 

d . memberikan nilai manfaat bagi pemerintah kota 
dalarn mendukung terselenggaranya fungsi 
pemerintahan, pernbangunan dan 
kemasyarakatan; dan 

e. memenuhi persyaratan penerima Hibah . 

Pasal 5 

( 1) Hi bah kepada pemerintah pusat sebagairnana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan 
dengan ketentuan: 
a. diberikan kepada satuan kerja dan 

kementerian/lembaga pemerintah non 
kernenterian yang wilayah kerjanya berada dalam 
daerah; 

b. dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan 
anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan; 

c. unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang 
membidangi urusan pemerintahan di bidang 
administrasi kependudukan dapat memperoleh 
hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan 
bJanko kartu tanda penduduk elektronik; 

d. penyediaan setiap keping blangko kartu tanda 
penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) 
sumber dana yaitu Hibah APBD maupun 
anggaran pendapatan dan belanja negara; dan 

e. hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun 

berkenaan. 

(2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf 
b diberikan kepada daerah otonom baru hasil 

pemekaran daerah sebagairnana diamanatkan 
peraturan perundang-undangan. 
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(3) H1bah ke p da bada n u saha milik negara 
s<'oogntmHnn d1mak sud dala m Pasal 4 ayat (1) huruf 
c d1benkan <inlam ra.ngka untuk men ingkatkan 
p<-1, vnnnn kepada masyarak at sesuai den gan 
kctentuan peraturan perundang-undangan. 

(41 H1bah kcpada badan usaha milik daerah 
sebagaiman a dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf 
d d ilakuka.n dengan keten tuan: 
a d1berika n d alam rangka untuk meneruskan 

h1ba h yang diterima pemerintah kota dari 
pemenntah pusat sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; dan 

b . tidak dapat diberikan dalarn bentuk barang 
kecu ali uang a tau jasa. 

(5) Hibah kepada badan, lembaga dan kepada 
organisas1 kemasyarakatan yang berbadan hukum 
sebagrumana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf 
e dilakukan dengan ketentuan· 
a . Hibah kepada badan dan lembaga: 

1. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, 
sukarela dan sosial yang dibentuk 
berdasarkan peraturan perundang-undangan; 

2 . badan dan lembaga nir laba, sukarela dan 
sosial yang telah memiliki surat keterangan 
terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, 
Gubernur atau Wali Kota; 

3. badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat 
sosial kemasyarakatan berupa kelompok 
masyarakat/ kesatuan masyarakat hukum 
adat sepanjang masih hidup dan sesuai 
dengan perkembangan masyarakat, dan 
keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat 
dan/ atau pemerintah kota melalui 
pengesahan atau penetapan dari pimpinan 
instansi vertikal atau kepala satuan kerja 
perangkat daerah terkait sesuai den gan 
kewenangannya;dan 

4 . Koperasi yang didirikan berdasark an 

ketentuan peraturan perundang-undangan 
dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh 
pemerintah daerah sesuai dengan 
kewenangannya. 

b . Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang 
berbadan hukum Indonesia diberikan k epada 
organisasi kemasyarakatan yang berbadan 
hukum, yayasan atau organisasi 
kemasyarakatan yang berbadan hu 
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perkumpu1an, yang telah mendapatkan 
pengesahan badan hukum dari kementerian 
yang membidangi urusan hukum dan hak asasi 
manusia sesuai dengan ketentuan peraturnn 
perundang-undangan. 

(6) Hibah kepada partai politik sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f berupa pemberian 
bantuan keuangan kepada partai politik yang 
mendapatkan kursi di DPRD sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(7) Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5) huruf a angka 2 dapat diterbitkan oleh 
Kepala SKPD berdasarkan wewenang yang diberikan 
oleh W a1i Kota . 

Pasal 6 

(1) Hibah kepada badan dan lembaga yang berbadan 
hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
5 ayat (5) huruf a diberikan dengan persyaratan paling 
sedikit: 
a. memiliki ke pengurusan di kota; 
b. memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa 

setempat; dan 
c. berkedudukan dalam wilayah administrasi 

pemerintah kota dan/atau badan dan lembaga yang 
berkeduduk.an di luar wilayah administrasi 
pemerintah kota untuk menunjang pencapaian 
sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan 
pemerintah daerah pemberi hibah. 

(2)Persyaratan khusus penerima hibah bidang Petemakan 
dan Perikanan: 
a. memiliki anggota paling sedikit 10 {sepuluh) orang 

tiap kelompok, dengan komposisi keanggotaan 60% 
(enam puluh persen) anggota pemah mempunyai 
pengalaman beternak dan 40% (empat puluh 
persen) anggota terdaftar dalam Data Terpadu 

Kesejahteraan Sosial; 
b. bersedia dan sanggup menyediakan kandang 

komunal dengan kapasitas paling sedikit 10 
(sepuluh) ekor untuk ternak sapi dan 25 (dua pul~ 
lima) ekor untukternak karnbing/ domba per lokasi; 

c bersedia dan setuju ternak (sapi, kambing, domba) 

bantuan hibah, akan menjadi milik kelornpok 
sepenuhnya sesudah lebih dari 3 (tiga) tahun; 
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d. bantuan h1bah d1benkan SCJumlah ngg ta 
kelompok atau kclipatannya; 

e . memiliki umber daya air yang memadru unt ik 
kegiatan budidaya ikan; dan 

f. memiliki lahan untuk kegiatan budidaya ikan 
secara berkelanjutan. 

(3) Persyaratan khusus penerima hibcth bidang Pert.a.man 
dan Ketahanan Pangan adalah Gabungan kelompok 
tani/ kelompok tani/kelompok wanita tani yang aktif 
dan sudah terdaftar dalam Keputusan Wali Kot.a. 

Pasa17 

(1) Hibah kepada organiM~i kemasyarakatan yang 
berbadan hulrum Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b diberikan dengan 
persyaratan paling sedikit: 
a. telah terdaftar pada kementerian yang 

membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia; 
b. berkedudukan dalam wilayah administrasi 

pemerintah kota; dan 
c. memiliki sekretariat tetap di kota. 

(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pengurus 
tingkat kota. 

Bagian Kedua 
Penganggaran 

Pasal8 

(1) Pemerintah pusat, pemerintah daerah Jainnya, badan 
usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, 
badan, lembaga, dan organisasi kemasyara.katan yang 
berbadan hukum Indonesia menyampaikan usulan 
hibah secara tertulis kepada Wali Kota. 

(2) Wali Kota menunjuk SKPD terkait untuk melakukan 
evaluasi usu.Ian sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada aya~ 
(2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasa 
kepada WaJi Kota melaJui TAPD. 

(4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendas1 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) esuai dengan 
prioritas dan kemampuan keuangan daerah. 
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(1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan 
aya t (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran 
hibah. 

(2) Pen cantu m an alokasi anggaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 1 melipu ti anggaran hibah 
berupa uang, barang, dan/ atau jasa. 

Pasal 10 

(1) Hibah berupa uang, barang atau jasa dicantumkan 
dalam RKA- SKPD. 

(2) RKA-SKPD sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) 
menjad1 dasar penganggaran hibah dalam APBD 
se-sua.i peraturan perundang-undangan. 

Pasal 11 

( 1) Hi bah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat ( 1) 
dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, 
jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian 
obyek belanja hibah pada SKPD. 

(2) Objek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hibah 
kepada· 
a . pemerintah pusat; 
b. pemerintah daerah lainnya; 
c . badan usaha milik negara; 
d. badan usaha milik daerah; 
e . badan, Jembaga, dan organisasi masyarakat 

yang berbadan hukum Indonesiaj dan 
f. partai politik. 

(3) Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran 
hibah dicantumkan dalam Lampiran Peratu ran Wali 

Kota tentang Penjabaran APBD. 

Bagian Ketiga 
Pelaksanaan dan Penatausahaan 

Pasal 12 

Pelaksanaan anggaran hibah berdasarkan atas DPA 
SKPD. 

Dipindai dengall CamScanner 



Pasal 13 
( 1) Daftar penerima hi bah beserta besaran uang a tau jenis 

barang atau Jasa yang akan dihibahkan ditetapkan 
dengan Keputusan Wali Kota berdasarkan Peraturan 
Daerah tentang APBD dan Peraturan Wali Kata tentang 
penjabaran APBD. 

(2) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah. 

Pasal 14 

(1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang 
ditandatangani oleh Kepala SKPD selaku 
PenggunaAnggaran (PA) dan penerima hibah. 

(2)NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) paling 
sedikit memuat ketentuan mengenai: 
a. pemberi dan penerima hibah; 
b. tujuan pemberian hibah; 
c. besaran/ rincian penggunaan hi bah yang akan 

diterima; 
d. hak dan kewajiban; 
e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; 
f. tata cara pelaporan hibah;dan 
g. sanksi. 

Pasal 15 

(1) Penyaluran/penyerahan hibah 
kepada penenma hi bah 
penandatanganan NPHD. 

dari pemerintah kota 
dilakukan setelah 

(2) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan 
mekanisme pembayaran langsung. 

(3) Pelaksanaan Pencairan Hibah dilakukan secara 
bertahap yang dibagi dalam 2 (dua) kali pencairan. 

(4) Pencairan Hibah dapat dilakukan dalam 1 (Satu) Kali 
pencairan untuk Hibah dengan nominal dibawah Rp. 
500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dengan 
persetujuan Wali Kota. 
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Pasal 16 

Pengadaan barang dan jasa dalarn rangka hibah 
berpedoman pada peraturan perundang-undangan. 

Bagian Keempat 
Pelaporan dan Pertanggungjawaban 

Pasal 17 

Penerima hibah menyampaikan laporan penggunaan 
hibah kepada Wali Kota melalui SKPD terkait. 

Pasal 18 

(1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis 
belanja hibah pada SKPD dalam tahun anggaran 
berkenaan. 

(2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi 
obyek belanja hibah pada jenis belanja barang atau 
jasa dalam program dan kegiatan pada SK.PD terkait. 

Pasal 19 

Pertanggungjawaban pemerintah kota atas pemberian 
hibah meliputi: 
a. usu1an dari calon penerima hibah kepada Wali Kota; 
b. Keputusan Wali Kota tentang penetapan 

daftar penerima hibah; 
c. NPHD; 
d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan 

bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai 
dengan NPHD; dan 

e. bukti transfer uang atas pemberian hiba.h berupa uang 
atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian 
hibah berupa barang/ jasa. 

Pasal 20 

( l) Penerima hi bah berta.nggungjawab secara formal 
dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya. 

(2)Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi: 
a. laporan penggunaan hibah; 
b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan 

bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai 
NPHD; dan 
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c. bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai 
~raturan perundang-undangan bagi penerima 
hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima 
barang/ jasa bagi penerima hi bah berupa 
barang/ jasa. 

(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Wali 
Kota paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun 
anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai 
peraturan perundang- undangan. 

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima 
hibah selaku obyek pemeriksaan. 

(S)Apabila terdapat sisa dana hibah wajib dikernbalikan 
ke kas daerah. 

Pasal 21 

( 1) Realisasi hibah dicanturnkan pada laporan keuangan 
pemerintah kota dalam tahun anggaran berkenaan. 

(2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada 
penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran 
berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalarn 
neraca. 

Pasal 22 

(1) Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa 
dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan 
pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan 
pada catatan atas laporan keuangan dalam 
penyusunan laporan keuangan pemerinta.h kota. 

(2) Format konversi dan pengungkapan hibah berupa 
barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berpedoman pada peraturan pen.indang­
undangan. 
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Bagian Kelima 
Hibah Kepada Partai Politik 

Pasal 23 

Besaran dan tatacara pemberian belanja hibah berupa 

bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1) huruf f, diatur sesuai 
dengan ketentuanperaturan perundang-undangan. 

BAB III 
BANTUAN SOSIAL 

Bagian Kesatu 
Batasan dan Kriteria 

Pasal 24 

(1) Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan 
pemberian bantuan berupa uang dan/ atau barang 
kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau 
masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus 
dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari 
kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam 
keadaan tertentu dapat berkelanjutan. 

(2) Risiko sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan 
dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, 
fenomena alam, atau bencana alam yang jilca tidak 
diberikan belanja bantuan sosial akan semakin 
terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. 

(3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diartikan bahwa bantuan sosial 
dapat diberikan setiap tahun anggaran sampat 
penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial. 

(4) Pemberian bantuan sosial dianggarkan dalam APBD 
sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah 
memprioritaskan pemenuhan belanja urusan 
pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, 
kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang- undangan. 
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Pasal 25 

Anggota/ kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 24 ayat (1) meliputi: 

a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat 
yang mengalami risiko sosial; atau 

b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, 

keagan1aan, dan bidang lain yang berperan untuk 
melindungi individu, kelompok, dan/ atau masyarakat 
yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai 
dampak risiko sosial. 

Pasal 26 

(1} Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, 
kelompok dan/ atau masyarakat terdiri atas bantuan 
sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau 
masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat 
direncanakan sebelumnya. 

(2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: 
a. dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok 

dan/ atau masyarakat yang sudah jelas nama, 
alamat penerima dan besarannya pada saat 
penyusunan APBD; 

b. direncanakan berdasarkan usulan dari calon 
penerima dan/ at.au atas usulan kepala SKPD; dan 

c. dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut 
objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada 
program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan 
tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. 

(3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan 
ketentuan: 
a. dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial 

yang tidak dapat diperkirakan pada saat 
penyusunan APBD yang apabila ditunda 
penanganannya akan menimbulkan risiko sosial 
yang lebih besar bagi individu dan/ atau keluarga 
yang bersangkutan; 

b. pagu alokasi tidak melebihi pagu alokasi anggaran 
yang direncanakan; 

c. dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga; dan 
d . usulan permintaan dilakukan oleh SKPD terkait. 
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Pasal 27 

(1) Pem berian bantuan sosial sebagaimana dirnaksud 
dalam Pasal 24 ayat ( 1) memenuhi kriteria paling 
sedikit: 
a. selektif; 

b. memenuhi persyaratan penerima bantuan; 
c ber sifat semen tara dan tidak terus menerus 1 kecuali 

dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan 

d. sesuai tujuan penggunaan. 

(2 ) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya 
diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk 
melindungi dari kemungkinan risiko sosial. 

(3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b diartikan memiliki 
identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan 
perundang- undangan dan sudah terdaftar dalam Data 
Terpadu Kesejahteraan Sosial. 

(4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus 
kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruJ c diartikan 
bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak 
harus diberikan setiap ta.bun anggaran dan keadaan 
tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan 
sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai 
penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. 

(5) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) huruf d bahwa tujuan 
pemberian bantuan sosial meliputi: 
a. rehabilitasi sosial; 
b . perlindungan sosial; 
c. pemberdayaan sosial; 
d . jaminan sosial; 
e . penanggulangan kemiskinan;dan 
f. penanggulangan bencana. 

Pasal 28 

(1) Rchabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
2 7 ayat (5) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan 
m engembangkan kema mpua n seseorang yang 
mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan 
fungsi sosialnya secara wajar. 



r 

• 

• 

P snl 27 .,..... 0 ial sebagaimana dimaksud dalarn 
• Y t (SJ I f b · · dnn rnt"n . ,uru dttuJukan untuk mcncegah 

nngan1 nsik d · 
sosinl ses · Cl An gunrangan dan kt"'rentanan 

t•ornng k l kdani:r ' e uargn,. kt~lompok masyarakat agar 
l")sungan hid . 

k<'l>utul upnya dapat d1penuhi sesuai dengan 
um dasar minimal. 

(3) Pcmbe1 ct . • 
ayaan soMal sebagrumana dimaksud dalam 

Pasal 27 ayat (5) huruf c ditujukan untuk menjadikan 
sc~eorang atau kelompok masyarakat yang mcngalami 
rnnsulah sosial mempunyai daya, sehingga marnpu 
memenuhi kebutuhan dasamya. 

) Juminun sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 
ayut (5) huruf d merupakan skema yang melembaga 
Hn1\1k menj8min 1wnerimn bantuan agar dapat 

memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. 

(5) Pcnanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 27 ayat (5) huruf e mcrupakan kcbijakan, 
program, keg,atan, chm sub keg,ntan yang dilakukan 
terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang 
tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata 
pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan 
yang layak bagi kemanusiaan. 

(6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 27 ayat (5) huruf f, merupakan 
serangkaian upaya yang ditujukan unn1k rehabi1itasi. 

Pasal 29 

(1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang 
diterima langsung oleh penerima bantuan sosial. 

(2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud 
pada ayat( 1) adalah uang yang diberikan sccara 
\ang~nng kr.pada pen(".rima ~epert, beas,~wa bagi anak 
misk.in, yayasan pengclola yatim piatuJ panti sosial, 
nelayan miskin, masyarakat lanjut us~aJ terlantar, 
cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri 
pahlawan yang tidak mampu. 

(3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( l) adalah barang yang dibcrikan secara 
1Ang~ung kepnda penerima seperti bantua.n kendaraan 
operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan 
masyarokat tidak mampu, bantuan perahu untuk 
nel yan miskin, bantuan makanan/pakaian kcpada 
yatim piatu/tuna sosial, temak bagi kelompok 
masyamkat kurang mampu. 

Dipindai denQi:m CamScanner 



• 

Bagian Kedua 
Penganggaran 

Pasal 30 

( 1) Anggota / kelompok masyarakat menyampaikan uRulan 

tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada 
Wall Kota melalui Kepala SKPD sesuai urusan dan 

kewenangannya. 

(2) Kepala SKPD terkait melakukan evaluasi usulan 
tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1). 

(3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi 

kepada Wali Kot.a melalui TAPD. 

(4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan 
prioritas dan kemampuan keuangan daerah. 

Pasal 31 

(l)Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dan 
ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran 
bantuan sosial dalam rancangan RKPD. 

(2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1), meliputi anggaran bantuan sosial berupa 
uang dan/ atau barang. 

Pasal 32 

(I) Rantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam 
kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan 
sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek 
belanja bantuan sosial pada SKPD. 

(2) Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja 
bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 
a. individu dan/ atau keluarga; 
b. masyarakat;dan 
c. lembaga non pemerintahan. 
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(3) Bantuan s · 1 os1a berupa barang dianggarkan dalam 
kclompok b I . . c anJa langsung yang diformulas1kan 
kedA.lttm program dan kegiatAn, yang diuraikan 
kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja 
bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja 
bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak 
ketiga/masyanucat pada SKPD. 

Pasal 33 

Oaftar nama penerima, alamat penerima dan besaran 
bantuan sosial dicantumkan dalam La.mpiran Peraturan 
Wali Kota tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk 
bantuan sosial kepada individu dan/ atau keluarga yang 

tidak dapat direncanakan sebelumnya. 

Pasal 34 

( 1) Bantuan sosia1 be.rupa uang sebagaimana. dimaksud 
dalam Pasal 32 ayat ( 1) dianggarkan dalam kelompok 
belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, 
obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada 

SKPD. 

(2) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 32 ayat (3) dianggarkan dalam kelompok 
belanja langsung yang diformulasikan kedalam 
program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis 
belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial 
barang berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak 
ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanJa bantuan 
sosial barang yang akan diserahkan pihak 
ketiga/ masyarakat berkenaan pada SKPD. 

(3) Dalam rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima 
dan besaran bantuAn sosial. 

Bagi.an Ketiga 
Pelaksanaan dan Penatausahaan 

Pasal 35 

(I) Daftar penerima dan besaran bantuan sosial ditetapkan 
dengan Kcputusan Wali Kata berdasarkan peraturan 
daerah tentang APBD dan peraturan Wali Kota tentang 
penjabaran APBD. 
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{2) Penyaluran dan 
didasarkan / a tau penyerahan bantuan sosial 
tercantum pa~a daftar pcncrima bantuan sosial yang 
seba . alam Keputusan Wali Kota 
sos~ai=a:a dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan 

P da md1vidu dan/atau keluarga yang tidak 
dapat d" ak . . irencan an sebelumnya sebagrumana 
dimak5ud dalam Pasal 26 ayat (3). 

(3) Penyaluran/ penyerahan bantuan sosial kcpada 
individu dan/ atau kcluarga yang tidak dapat 
direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 26 ayat (3) didasarkan pada 
pennintaan tertulis dari individu dan/ atau keluarga 
yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat 
yang berwenang serta mendapat persetujuan Wali Kota 
setelah diverifikasi oleh SK.PD terkait . 

(4} Dalam hal bantuan sosiaJ berupa uang dengan nilai 
sarnpai dengan RpS.000.000,00 (lima juta nipiah) 
pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme 
tam bah uang (TU). 

(4) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima 

bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dilengkapi dengan kuitansi/bukti transfer penerimaan 
uang bantuan sosial. 

(6) Pencairan bantuan sosia.l bentpa uang dilakukan 
dengan cara pembayaran langsung (LS). 

Pasal 36 

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosiaJ 
berpedoman pada peraturan perundang-undangan. 

Bagian Keempat 
Pelaporan dan Pertanggungjawaban 

Pasal 37 

Penenma bantuan sosial menyampaikan laporan 
penggunaan bantuan sosial kepada Wali Kota melalui 
SKPD terkait. 

Pasal 38 

(l) SKPD membuat rekap,tula~, penyaluran bant:uan sosial 
kepada individu dan/ a tau keluarga yang tidak dapat 
direncanakan sebelumnya paling larnbat tanggal 10 
Januari tahun an~aran berilrutnva 
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(2) Reknpitulusi scb • 
· agaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

mcmuat nama pen. • . 
enma sesuai yang tercantum dalam 

kartu k,-h.u,rga 1 • H AmM dAn besaran bantuan sosial 
yang ditcrima oleh mas· . . d' 'd d / 
kcluarga. 

mg-masmg m 1v1 u an atau 

PasaJ 39 

( l) Pertanggungjawaban pemerintah kota atas pemberian 
bantuan sosial meliputi: 
a . usulan/pennintaan tertulis dari calon penerima 

bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat 
yang berwenang kepada Wall Kota; 

b. Keputusan Wali Kota tentang penetapan daftar 

penerima bantuan sosial; 
c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang 

menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima 
akan digunakan sesuai dengan usulan;dan 

d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian 
bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima 
barang atas pemberian bantuan sosial berupa 

barang. 

(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan 
sosial bagi individu dan / a tau keluarga yang tidak 
dapat direncanakan sebelumnya. 

Pasal 40 

( 1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara 
formal dan material atas penggunaan bantuan sosial 
yang diterimanya. 

(2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi: 
a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima 

bantuan soRial; 

b . surat pemyataan tanggungjawab yang menyatakan 
bahwa bantuan sosial yang diterirna telah 
digunakan sesuai dengan usulan;dan 

c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah 
sesuai peraturan perundang-undangan bagi 
penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan 
bukti scrah terima barang bagi penerima bantuan 
sosial berupa barang. 
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(JJ Pertanggun · • . 
(2) h n1f gJav.aban sebagaimana dimaksud pada ayat 

. u a dan huruf b disampaikan kcpada w ali Kota 
paling lambat tangga1 10 bulan Januari tahun 

anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai 
peraturan perundang- undangan. 

(
4

) Pertanggungjawaban sebagaimana dima.ksud pada ayat 
(2} huruf c dlsunpan dan dipergunaka.t1 oleh penerima 
bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan. 

Pasal 41 

{1) ReaJisasi bantuan sosia1 berupa barang dikonversika.n 
sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan 
realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas 
laporan keuangan dalam penyusunan laporan 
keuanganpemerintah kota. 

(2) Format konversi dan pengungkapan bantuan sosial 
berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sesuai dengan peraturan penmdang-undangan 

BAB IV 
MON1TORING DAN EVALUASI 

Pasal 42 

( 1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas 
pemberian hibah dan bantuan sosial. 

(2)Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota dengan 
tembusan kepada perangkat daerah yang mempunyai 
rugas dan fungsi pengawasan. 

BABV 
SANKSI 

Pasal 43 

hi.bah atau bantuan sosial yang ( 1) Penerima 
menyimpang dari peruntukan yang telah disetujui 
dan bertentangan dengan peraturan perundang­
undangan dikenai sanksi sesuai peraturan 
perundang-undangan. 

Dipindai dengall CamScanner 



no t1d k mP Qlrc:s:sneknn dan m I 
e Ar>ork n 

d~csban h1bah dan bantl.lan 
kf' ml J<otR mrJnhn ~KPT) t;iorlrpjt rfilr,-nni ._ 

aa"""l1 

Ocr~pa liu1tK aapat <11t>enkan hibah atau bantuan 
sosial pada waktu selanJumya. 

\->J l\paoua penerima hibah atau bantuan sosial 
mc:ndapatkan alokasi bantuan dari sumber dana yang 
lain, waJ1b mengembal1kan dana hibah van~ 
u1\.Crimannya k:e Pemcrintah Kot.a. 

BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

PaRal 44 

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, 
Peraturan Wali KotaLubuklinggau Nomor 64 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan 
Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kota Lubuklinggau (Berita Oaerah Kota 
Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 64), dicabut dan 
dinyata.kan tidak berlaku. 

Pasal4S 

Peraturan WaJi Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 
April 2021. 

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Wali Kota 1m dengan 
penempatannya daJam Berita Daerah Kota Lubuklinggau. 

Ditetapkan di Lubuklinggau 
pada tangg , 2. ~ Ju"; 202 1 

PUTRASOHE 

Diundangkan di Lubuklinggau 
pada tanggal 2021 

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKUNGGAU, 

SERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2021 NOMOR 


